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Teori tanggung jawab pengganti dari barang – barang yang berada dibawah 

tanggungannya.Lihat: http://appehutauruk.blogspot.com  

http://www.worldbank.org/finance/star_site/documents/non-conviction/%20part_a_03.pdf
http://www.worldbank.org/finance/star_site/documents/non-conviction/%20part_a_03.pdf
http://www.antikorupsi.org/id/content/dilema-pembuktian-terbalik
http://www.antikorupsi.org/id/content/dilema-pembuktian-terbalik
http://www.bappenas.go.id/
http://www-errol273ganteng.blogspot.com/2007/08/uang-pengganti-1-devisa-negara-tanpa.html
http://www-errol273ganteng.blogspot.com/2007/08/uang-pengganti-1-devisa-negara-tanpa.html
http://www.antikorupsi.org/id/content/pengembalian-aset-korupsi-instrumen-perdata
http://www.antikorupsi.org/id/content/pengembalian-aset-korupsi-instrumen-perdata
http://www.bpk.go.id/
http://nasional.kompas.com/read/2015/01/05/21315951/Penyelamatan.Uang
http://www.kpk.go.id/
http://www.terasjakarta.com/
http://www.hukum.ub.ac.id/
http://jurnal.untan.ac.id/index.php/%20nestor/article/viewFile/1020/994
http://jurnal.untan.ac.id/index.php/%20nestor/article/viewFile/1020/994
http://regional.kompas.com/
http://www.kejaksaan.go.id/
http://www.beritasatu.com/
http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/
http://appehutauruk.blogspot.com/


perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

commit to user 

10 

 

Implementasi dan Pengaturan Illicit Enrichment http://www.antikorupsi.org/ sites/ 

antikorupsi.org/files/ doc/Kajian/policypaperillicitenrichment.pdf. Paper 

Policy, Indonesian Corruption Watch, 2014. 

http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2012/07/01/60222/muikeluarkan 

 fatwa- perampasan- aset-koruptor.html. 

http://news.detik.com/berita/2922486/ soal-tunggakan-uang-pengganti-rp-13-t-

jaksa-agung-segera-kita-selesaikan. 

 

 

 

Putusan Pengadilan 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, Tanggal 24 Juli 2006. 

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNomor. 2068/Pid.B/2005/Pn.Jak-Sel. 

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI , Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013, tanggal 20 

November 2013. 

 

Peraturan Perundang-undangan 

Republik Indonesia,  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Republik Indonesia,  TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan 

yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang 

Perbendaharaan Negara . 

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan 

UU Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 

sebagaimna terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 

2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 

Uang. 

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan 

Terbatas.  

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan 

Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi2003 

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha 

Milik Negara. 

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan 

Negara . 

http://www.antikorupsi.org/
http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2012/07/01/60222/muikeluarkan
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/node/70/uu-no-40-tahun-2007-perseroan-terbatas
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/26940/node/70/uu-no-40-tahun-2007-perseroan-terbatas
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Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi 

Pemberantas Korupsi. 

Republik Indonesia, Undang-undang  Nomor 2  Tahun  2002  Tentang  Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi.  

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang 

Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara 

Pidana. 

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Tindak Pidana 

Korupsi. 

Republik Indonesia, Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor: 

PRT/PEPERPU/013/1958 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan 

Pemeriksaan Perbuatan Korupsi dan Pemilikan Harta Benda. 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan 

Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.  

 

Dokumen 

Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-779/F/Fjp/10/2005 Tanggal 

11 Oktober 2005. 

Pernyataan Jaksa Agung RI, Acara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Bagi Para 

Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Kejaksaan Agung dan para 

Kepala Kejaksaan Tinggi. Tanggal, 7 September 2011.  

Pedoman Penyelesaian Dan Kebijakan Akuntansi Atas Piutang Negara Uang 

Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi, Biro Keuangan Kejaksaan 

Agung Republik Indonesia, Tahun 2013. 

 

 

 

 

 

 


